
                                                                                   
 
 
 
 

LAPORAN SINGKAT 
KOMISI II DPR RI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Tahun Sidang : 2015-2016 
Masa Persidangan :  III 
Rapat Ke : 35 
Jenis Rapat :  Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat 
Dengan : 1.  Menteri Sekretaris Negara RI 
   2.  Direktur Utama PP KK 
  3.  Direktur Utama PP GBK   
Sifat Rapat :  Terbuka 
Hari,Tanggal :  Kamis, 10 Maret 2016 
Waktu :  Pukul 10.00 WIB s.d Selesai 
Tempat :  Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)   
Acara       : Membahas penanganan Aset-aset negara dan LAporan Kinerja 

PP KK dan PP GBK. 
Ketua Rapat :  Dr. Wahidin Halim, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI 
Sekretaris Rapat :  Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI  
Hadir :  27 Anggota Komisi II DPR RI 
  
 
I. PENDAHULUAN 

A. Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Kamis, 10 Maret 2016 
dibuka pada pukul 10.40 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. 
Wahidin Halim, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
   

B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan dengan penanganan Aset-
aset negara dan LAporan Kinerja PP KK dan PP GBK.. 
 

C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Menteri Sekretaris Negara RI  untuk 
memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI 
untuk memberikan tanggapan dan masukan. 
 
 

II. KESIMPULAN 

 

A. Komisi II DPR RI dapat memahami penjelasan Kementerian Sekretariat Negara 
tentang penanganan aset Negara dan laporan kinerja BLU (PPK GBK dan PPK 
Kemayoran) yang ada di lingkup Kementerian Sekretariat Negara.  

 

B. Komisi II DPR RI mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian 
Sekretariat Negara dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara, 
serta mendorong Kementerian Sekretariat Negara untuk segera menyelesaikan 
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penyusunan Peraturan Mensesneg tentang Organisasi dan Tata Kerja di PPK GBK 
dan PPK Kemayoran. 

 

C. Komisi II DPR RI dan Kementerian Sekretariat Negara sepakat bahwa penyelesaian 
aset-aset negara yang ada di Kemayoran dan GBK menjadi hak dan tanggung jawab 
Kementerian Sekretariat Negara, dan tidak dapat dialihkan kepada 
Kementerian/Lembaga Negara lainnya tanpa persetujuan Komisi II DPR RI. 

 
D. Komisi II DPR RI mendukung komitmen Kementerian Sekretariat Negara untuk 

mengaudit dan mereformasi secara menyeluruh  penataan BLU PPK GBK dan BLU 
PPK Kemayoran, sekaligus menuntaskan beragam kasus-kasus yang terjadi di masa 
lalu. 

 
E. Komisi II DPR RI dan Kementerian Sekretariat Negara sepakat untuk membahas 

secara lebih mendalam berbagai permasalahan dan desain besar serta road map 
penataan terkait pengelolaan aset negara yang berada dibawah pengelolaan 
Kementerian Sekretariat Negara pada Panja Aset Negara dan Tata Ruang yang telah 
dibentuk oleh Komisi II DPR RI. 

 
 

III. PENUTUP 

 Rapat ditutup pukul 13.30 WIB. 
 

 

 

 

 

 

   Jakarta, 10 Maret 2016 
            Wakil Ketua Komisi II DPR RI 
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     Dr. Wahidin Halim, M.Si 
      A-440 

 

 

 

 

  

 


